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BUPATI  TAKALAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 12 TAHUN 2026 

 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TAKALAR, 
 

Menimbang :  bahwa memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 7153); 

3. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7096); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025  Nomor 

4). 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025. 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 

2. Bupati adalah Bupati Takalar. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

4. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran 

Pertanggungjawaban APBD adalah Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 

Anggaran 2025 

5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah 

laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, 

transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode. 

 

Pasal 2 

 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 

tertuang dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. 

 
 

 
 



 

… 

 

Pasal 3 

 

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2  terdiri atas : 

 

1. 
 

 

 
 

 

 

2. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Pendapatan Transfer 

c. Lain-lain Pendapatan 
yang sah 

Jumlah Pendapatan 

 

Belanja  
a. Belanja Operasi 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan 
Jasa 

3. Belanja Bunga 

4. Belanja Subsidi 
5. Belanja Hibah 

6. Belanja Bantuan 

Sosial 
Jumlah Belanja Operasi 

b. Belanja Modal 

1. Belanja Modal Tanah 

2. Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 

3. Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan 
4. Belanja Modal Jalan, 

Irigasi dan Jaringan 

5. Belanja Aset Tetap 
Lainnya 

6. Belanja Aset Lainnya 

Jumlah Belanja Modal 
c. Belanja Tak Terduga 

Jumlah Belanja Tak 

Terduga 

d. Transfer Bagi Hasil ke 
Desa 

   Jumlah Transfer Bagi 

Hasil ke Desa 
e. Tansfer/Bantuan 

Keuangan 

   Jumlah Tansfer/ 
Bantuan Keuangan 

Jumlah Belanja dan 

Transfer      
                  

Surplus/(Defisit) 

 

 
 

 

    
  Rp176.717.954.156,95          

Rp1.017.826.290.344,00 

Rp0,00 
 

 

 

 
 

Rp532.422.437.350,17 

Rp312.488.982.645,20 
 

Rp12.699.563.978,00 

Rp0,00 
Rp19.058.730.167,00 

Rp15.000.000,00 

 
 

 

Rp415.341.000,00        

Rp24.610.634.185,00 
 

 Rp17.152.877.619,00 

 
 Rp 21.930.774.355,36 

 

Rp 113.397.600,00 
 

Rp1.419.500.000,00 

 
Rp634.620.320,00 

 

 

Rp2.952.978.128,00 
 

 

                  
Rp143.123.431.507,00 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rp1.194.544.244.500,95 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Rp876.684.714.140,37 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rp65.642.524.759,36 
 

Rp634.620.320,00 

 

 
 

Rp2.952.978.128,00 

 
 

 

Rp143.123.431.507,00 
 

Rp1.089.038.268.854,73 

 
 

Rp105.505.975.646,22 
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